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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya 

mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala yaitu melalui pemilihan 

umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum merupakan salah satu 

sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka 

pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya 

disebut Pemilu) sebanyak dua belas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu 

pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2019.1 

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat yang 

mempunyai arti dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan Ketentuan dan 

Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia saat ini yang diselenggarakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan 

Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tentu 

penyelenggaraanya haruslah dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai wujud 

                                                             
1Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan 

Demokrasi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 356. 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1726/pdf/3599 
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negara hukum. Pemilu dalam hal ini tentu sebagai pelaksanaan demokrasi dan 

harus dilaksanakan berdasarkan hukum. 

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip 

keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di 

lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan 

pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai 

pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai 

dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung 

makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, 

tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, 

pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak 

pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.  

Pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak 

faktor-faktor yang diantaranya yaitu kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial 

ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai, 

dan kondisi geografis. Semua faktor ini memiliki dampak yang signifikan 

terhadap perilaku pemilih masyarakat sehubungan dengan sistem pemilu itu 

sendiri.2 

                                                             
2Agustami, Triono Eddy, Mahmud Mulyadi, “Penyelidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum 

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”, Journal of Education, Humaniora, and 

Sciences, Volume 2, Nomor 3, April 2020, hlm 609. https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/ 

99047180253330421 

https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/
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Pemilihan umum  adalah bentuk  nyata  demokrasi  prosedural,  namun  

demokrasi  tidak sama  dengan  pemilihan  umum,  tetapi  pemilihan  umum  

merupakan  komponen demokrasi yang sangat penting dan harus dilakukan 

secara demokratis.. Oleh  karena  itu,  di negara-negara yang disebut sebagai 

negara demokrasi, biasanya diadakan pemilihan untuk memilih pejabat publik di 

bidang legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah.3 

Dalam setiap tahapan Pemilihan Umum , permasalahan demi permasalahan 

selalu muncul sekalipun berbagai langkah antisipatif sudah dilakukan pihak 

penyelenggara. Dalam Pasal 476 sampai Pasal 487 UU No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum sudah diatur bagaimana mekanisme penanganan tindak 

pidana dalam Pemilu, mulai dari tata cara penanganan dan majelis khusus tindak 

pidana pemilu, sampai sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). 

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 pula, terdapat tidak kurang dari 67 pasal yang 

memuat ketentuan pidana pemilu, jauh lebih banyak dibandingkan UU No. 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 

No. 10 Tahun 2016 yang hanya memuat 22 pasal ketentuan pidana.4 

                                                             
3Putu Eva Ditayai Antari, “Interprestasi demokrasi dalam system mekanis terbuka pemilihan 

umum di Indonesia”, Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 88. https://ejournal. 

unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2359/1825 
4Ramdansyah, Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia, Rumah 

Demokrasi, Jakarta, 2009, hlm. 125 s/d 128. 
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Di dalam mellaksanakan haknya, seltiap warga delmikian pulla halnya, seltiap 

pelmilih dan pelselrta pelmilul belrhak melndapat pelrlakulan yang sama, selrta belbas 

dari kelculrangan pihak manapuln, tidak bisa dipulngkiri bahwa dalam pellaksanaan 

pelmilihan ulmulm, telrultama ulntulk pelmilihan anggota DPR, DPD dan DPRD 

masih selring dijulmpai telrjadinya belrbagai pellanggaran, baik pellanggaran yang 

belrsifat administratif maulpuln pellanggaran yang belrulpa tindak pidana pelmilihan 

ulmulm. Dalam hal ini, Djoko Prakoso melndelfinisikan tindak pidana pelmilu l 

selbagai pelrbulatan yang dilakulkan olelh seltiap orang, instansi, badan hulkulm, ataul 

organisasi yang belrtuljulan ulntulk melngacaulkan, melngganggul, ataul melnghambat 

prosels pelmilihan ulmulm yang suldah dilakulkan selsulai delngan ulndang-ulndang.5 

Melnulrult Topo Santoso, ada tiga kelmulngkinan makna dan cakulpannya tindak 

pidana pelmilul, yaitul : 

1) Selmula tindak pidana yang belrkaitan delngan prosels pelmilul yang diatulr 

olelh ulndang-ulndang pelmilul. 

2) Selmula tindak pidana yang telrkait delngan pelnyellelnggaraan pelmilul yang 

diatulr baik dalam maulpuln di lular ulndang-ulndang pelmilul (selpelrti dalam 

KUlHP ataul UlUl Partai Politik). 

3) Selmula tindak pidana yang telrjadi pada saat pelmilul (telrmasulk 

pellanggaran lalul lintas, pelnganiayaan (kelkelrasan), pelrulsakan, dan 

selbagainya).6 

 

Salah satulnya yaitul tindak pidana pelmilul yaitul tindak pidana pelmalsulan 

dokulmeln yang melrulpakan fokuls pelnellitian ini. Dalam hal ini sulrat yang telrtullis 

ataul telrceltak yang dapat dipakai selbagai bulkti keltelrangan selpelrti akta kellahiran, 

sulrat nikah, dan sulrat pelrjanjian selrta pelnjellasan dalam Ulndang-Ulndang telntang 

                                                             
5Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3. 
6Ibid, hlm. 4. 
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Tindak Pidana Pelmilul yang belrkaitan delngan Pelmalsulan Dokulmeln. Selbagai 

misalnya, pelrsyaratan calon Lelgislatif yang dipalsulkan selhingga melmelnulhi 

syarat administrasi ulntulk ikult dalam pasangan calon yang akan dipilih. 

Hulkulm di Indonelsia tellah melngatulr pelmalsulan telrhadap selsulatul yang 

melrulpakan salah satul belntulk tindak pidana yang telrmasulk tindak keljahatan 

dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (sellanjultnya diselbult KUlHP). 

Pelmalsulan selndiri diatulr dalam Bab XII Bulkul II KUlHP, bulkul telrselbult 

melncantulmkam bahwa yang  telrmasulk pelmalsulan hanyalah belrulpa tullisan-

tullisan saja, telrmasulk di dalamnya pelmalsulan sulrat yang diatulr dalam Pasal 263 

KUlHP s/d Pasal 276 KUlHP. Dan julga tellah diatulr dalam Pasal 520 Ulndang-

Ulndang Nomor 7 Tahuln 2017 telntang Pelmilihan Ulmulm. 

Keljahatan pelmalsulan sulrat pada ulmulmnya adalah belrulpa pelmalsulan sulrat 

dalam belntulk pokok (belntulk standar) yang dimulat dalam Pasal 263 KUlHP yang 

rulmulsannya adalah selbagai belrikult:  

1. Barang siapa melmbulat sulrat palsul ataul melmalsulkan sulrat yang dapat 

melnimbullkan sulatul hak, pelrikatan ataul pelmbelbasan hultang ataul 

dipelrulntulkkan selbagai bulkti dari pada selsulatul hal delngan maksuld ulntulk 

melmakai ataul melnyulrulh orang lain melmakai sulrat telrselbult selolah-olah 

isinya belnar dan tidak dipalsul, dipidana jika pelmakaian telrselbult dapat 

melnimbullkan kelrulgian, karelna pelmalsulan sulrat, delngan pidana pelnjara 

paling lama 6 Tahuln.  

2. Diancam delngan pidana yang sama, barangsiapa delngan selngaja 

melmakai sulrat palsul ataul yang dipalsulkan selolah-olah asli, jika 

pelmakaian sulrat itul dapat melnimbullkan kelrulgian.7 

                                                             
7Adam Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 

hlm. 98. 
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Dan Pasal 520 Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2017 yang rulmulsannya 

selbagai belrikult: 

“Seltiap orang yang delngan selngaja melmbulat sulrat ataul dokulmeln palsu l 

delngan maksuld ulntulk melmakai ataul melnJnrmh orang melmakai, ataul seltiap 

orang yang delngan selngaja melmakai sulrat ataul dokulmeln palsul ulntulk 

melnjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 

kabulpateln/kota, ulntulk melnjadi Pasangan Calon Prelsideln dan Wakil 

Prelsideln selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 254 dalr Pasal 260 dipidana 

delngan pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) tahuln dan delnda paling 

banyak Rp72.000.000,00 (tuljulh pullulh dula julta rulpiah)”. 

Keljahatan pelmalsulan dalam tindak pidana di Indonelsia belrmacam-macam 

jelnisnya, salah satulnya adalah pelmalsulan dokulmeln. Dokulmeln adalah sulrat 

pelnting ataul belrharga yang sifatnya telrtullis ataul telrceltak yang belrfulngsi ataul 

dapat dipakai selbagai bulkti ataulpuln keltelrangan yang melngulatkan. Adapuln jelnis-

jelnis dokulmeln yaitul Akta kellahiran, Akta tanah, Bulkul, Diselrtasi, Foto diri, Foto 

Kellularga, Ijazah, Kartul Kellularga, Kartul Pellajar ataul Kartul Mahasiswa, Kaselt, 

KTP, Laporan, Majalah, Piringan Hitam, Rapor, Relkaman auldio, Relkelning, 

SIM, Videlo, dan lain selbagainya. 

Soelsilo belrpelndapat, pelmalsulan dokulmeln dapat dilakulkan delngan cara:  

1) Melmbulat dokulmeln palsul: melmbulat isinya tidak selsulai (salah).  

2) Melmalsulkan dokulmeln : pelrulbahan pada sulatul sulrat selhingga isinya 

belrbelda delngan isi aslinya. Ada banyak cara ulntulk mellakulkannya, dan 

tidak sellalul mulngkin ulntulk melnggantinya delngan hulrulf lain. Pelmalsulan 

julga dapat dilakulkan delngan cara melngulrangi, melnambah, ataul 

melngulbah selsulatul pada sulatul sulrat.  

3) Pelmalsulan tanda tangan julga telrmasulk pelmalsulan dokulmeln.  
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4) Telmpellkan foto orang lain sellain pelmelgang yang selbelnarnya (selpelrti 

foto pada ijazah selkolah).8 

Belrkelnaan delngan pelrulmulsan dari tindak pidana pelmalsulan pada ulmulmnya, 

selbagaimana diatulr dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP), selrta 

ulnsulr-ulnsulr dari pelrbulatan pidana pelmalsulan dimaksuld dan melmbeldakannya 

delngan tindak pidana pelmalsulan yang diatulr dalam Ulndang-Ulndang Pelmilul. Di 

Indonelsia hulkulm pidana matelriil yang pelrtama ialah dellik pelmalsulan dalam 

KUlHPidana diselbult delngan hulkulm Pidana ulmulm, seldangkan dellik pelmalsulan 

yang dirulmulskan dalam Ulndang-Ulndang Pelmilul melnjadi lelx spelsialis ataul 

hulkulm pidana khulsuls.9 

Melngelnai pellanggaran tindak pidana pelmilihan ulmulm telrmasulk tindak 

pidana pelmalsulan dokulmeln dalam pelmilihan ulmulm, Bawaslul melmiliki 

kelwelnangan belsar selbagai lelmbaga yang melngawasi pelnyellelnggaraa pelmilihan 

ulmulm di sellulrulh wilayan Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia. Fulngsi 

Pelngawasan ini melnjadi sangat pelnting ulntulk melnjaga agar prosels 

pelnyellelnggaraan pelmilihan ulmulm teltap selsulai delngan asas dan prinsip 

pelnyellelnggaraan pelmilihan ulmulm.10 

                                                             
8R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 195. 
9Dahlan Sinaga, Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusa 

Media, Bandung, 2018, hlm. 17-18. 
10Pulung Abiyasa, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota 

Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, Jurnal USM Law 

Review, Volume1, Nomor 2, 2019, hlm. 151. https://journals.usm.ac.id/index.php /julr/ article/ view/ 

2266/1488 

https://journals.usm.ac.id/index.php%20/julr/%20article/
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Belrdasarkan pasal 99, pasal 103, pasal 106, pasal 109, pasal 112 Ulndang-

Ulndang Nomor 17 Tahuln 2017 Telntang Pelmilihan Ulmulm melnyatakan bahwa 

Bawaslul Melmiliki kelwelnangan selbagai belrikult :  

1) Melnelrima dan melnindaklanjulti laporan yang belrkaitan delngan dulgaan 

pellanggaran pelmilihan ulmulm; 

2) Melmelriksa dan melngkaji pellanggaran pelmilihan ulmulm dan 

melrelkomelndasi pada pihak telrkait; 

3) Melnelrima, melmelriksa, melmeldiasi, ataul melngadjuldikasi, dan melmultuls 

pelnyellelsaian selngkelt prosels pelmilihan ulmulm; 

4) Melrelkomelndasi hasil pelngawasan telrhadap pellanggaran neltralitas 

selmula pihak yang dilarang ikult selrta dalam kelgiatan kampanyel; 

5) Melngambil alih selmelntara tulgas, welwelnang, dan kelwajiban Bawaslu l 

tingkat bawahnya; 

6) Melminta bahan keltelrangan yang kelpada pihak dalam rangka 

pelncelgahan dan pelnindakan pellanggaran pelmilihan ulmulm dan selngkelta 

prosels pelmilihan ulmulm.11 

 

Pellaksanaan Pelmilul 2019 yang tellah belrlalul mellahirkan belbelrapa catatan 

pokok yang patult dielvalulasi, delmi telrciptanya Pelmilul yang belrintelgritas di masa-

masa yang akan datang. Melngacul pada data yang dirilis Bawalul RI (Badan 

Pelngawas Pelmilihan Ulmulm Relpulblik Indonelsia), sellama pelnye llelnggaran Pelmilul  

2019 telrdapat 548 pellanggaran pidana.12 Dan didalam pellanggaran pidana 

telrselbult ada 13 pultulsan melngelnai tindak pidana pelmalsulan dokulmeln.13 

Dan berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Jambi mengenai Pemilihan 

Umum 2019 bahwa ada 112 laporan dan temuan pelanggaran pemilu. Dan 

                                                             
11Afriansyah, Muhammad Mutafin, Eksistensi Penegakan Hukum Pemilu, Salim Media 

Indonesia, Jambi, 2022, hlm.12. 
12Abdul Waid, “Ius Constituendum Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 

2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas)”,  Journal DKPP, 2019 hlm. 2. https://journal. dkpp. 

go.id /index.php/jep/article/download/3/2/2 
13https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN

%20PEMILU%2020%20MEI%20TAHUN%202019.pdf. Diakses pada tanggal 9 oktober 2023, 13.35. 

https://journal/
https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%2020%20MEI%20TAHUN%202019.pdf
https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%2020%20MEI%20TAHUN%202019.pdf
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didalam laporan dan temuan tersebut sudah termasuk pelanggaran pidana.14 

Bawaslu Provinsi Jambi telah menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilihan 

umum sebanyak 34 temuan dan laporan. Terdapat 1 perkara yang telah inchaht di 

putusan Pengadilan Tinggi (banding) dan 2 perkara yang dihentikan dalam 

proses penyidikan (SP3).15  

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelusuran atau temuan 

pelanggaran pemilihan umum oleh Bawaslu Provinsi Jambi ada dua kasus yang 

terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh bakal 

calon DPRD Provinsi Jambi pada pemilihan umum 2019 dan tindak pidana 

pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh bakal calon DPRD Provinsi Jambi 

pada pemilihan umum 2024 

Tabel Dugaan Pemalsuan Dokumen dalam Pemilihan Umum  

Tahun Kasus Dugaan Pasal Penanganan 

2019 

 

 

 

 

 

Dugaan 

pemalsuan 

ijazah yang 

digunakan 

dalam 

persyaratan 

Pasal 254 UU Nomor 7 

Tahun 2017 tentang 

Pemilihan 

Umum, dan Pasal 520 

UU Nomor 7 tahun 2017 

Dihentikan di Tahap II 

                                                             
14Wein Arifin, Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jambi, Bawaslu Pengawas 

Pemilu Provinsi Jambi 2019, hlm. 51. 
15Ibid, hlm. 120. 
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administrasi 

calon DPRD 

2019 Pemalsuan 

data yang 

dilakukan oleh 

sdr. Drs. H. 

Fauzi Yusuf 

dalam rangka 

pencalonannya 

sebagai calon 

anggota DPRD 

Pasal 520 UU Nomor 7 

Tahun 2017 

Dihentikan di tahap II 

karena tidak 

memenuhi unsur. 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon 

sementara 

anggota DPRD 

Provinsi Jambi 

yang terdaftar 

dalam DCS 

dari Partai 

Nasdem 

dokumen persyaratan 

menyatakan bahwa 

pekerjaan sebagai 

wiraswasta, tetapi 

berdasarkan hasil 

penelusuran Bawaslu 

Provinsi Jambi diduga 

masih status sebagai 

Pegawai Negeri Sipil 

yang menjabat sebagai 

Diberhentikan sebagai 

calon legislatif dan 

memutus pencalonan. 
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Sekretaris Daerah 

(Sekda) Sarolangun. 

2024 Calon 

sementara 

anggota DPRD 

Provinsi Jambi 

dari Partai 

Amanat 

Nasional 

(PAN), Daerah 

Pemilihan 

(Dapil) 1, 

Nomor Urut 3, 

Bahwa salinan Paket C 

yang berada pada Silon 

tidak sesuai dengan 

salinan Paket C dari 

(PKBM) Mabbarakka, 

Kabupaten Baru, 

Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan kasus 

tersebut Bawaslu 

Provinsi Jambi 

mengirimkan surat 

saran perbaikan 

kepada KPU Provinsi 

Jambi untuk 

menindaklanjuti kasus 

tersebut 

Sumber data : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

Kelwelnangan  Bawaslul  dalam  mellakulkan  pelngawasan  seltiap tahapan  

pelmilul  dan pelncelgahan selrta  pelnindakan  pellanggaran  pelmilul,  bahkan  

Bawaslul  belrwelnang mellakulkan  adjuldikasi selngkelta  prosels  pelmilul  antara  

KPUl  dan  pelselrta,  julga antara  pelselrta  delngan pelselrta, melnjadikan  Bawaslu l  

layaknya  “lelmbaga  sulpelr  body”. Tidak   seldikit   pulblik   yang 

melmpelrtanyakan hal ini. Telrlelbih, keltika mellaksanakan fulngsi adjuldikasinya, 

Bawaslul yang seltara  delngan  KPUl  diseltiap  tingkatan  (Nasional,  Provinsi,  

Kabulpateln/Kota),  selolah  melnjadi lelbih  mullia,  bisa  melngadili  dan  
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melmultulskan  selngkelta  prosels  pelmilul  atas  pelrsellisihan SK/BA/Kelpultulsan   

KPUl   olelh   pelselrta   pelmilul.   Telrlelbih   kelwelnangan   Bawaslul dalam 

mellaksanakan  fulngsi  qulasi  pelradilan,  tidak  ada  yang  bisa  melngontrol.  

Kalaul  lelmbaga pelradilan, ada Komisi Juldicial yang melngontrol.16 

Pelnelgakan hulkulm melnjadi tolak ulkulr kelbelrhasilan pelmilul/pelmilihan yang 

belrintelgritas, pelnelgakan hulkulm dipelrlulkan ulntulk melncelgah dan melnindak 

telrjadinya belrbagai belntulk pellanggaran ataul keljahatan dalam prosels 

pelnyellelnggaraan pelmilul/pelmilihan. Delngan pelnelgakan hulkulm pelmilul/pelmilihan 

selbagai pelngulatan dan pelndalaman delmokrasi (delelpelning delmocracy) yang 

disellelnggarakan selbagaimana asas dalam pelmilul yaitul lulbelr dan julrdil (frelel & 

fair ellelction), selrta hasilnya dapat dipelrcaya dan ditelrima selmula pihak. 17 

Pelnelgakan hulkulm pelmilul adalah melkanismel hulkulm ulntulk melnelgakkan hak 

pilih warga Nelgara (melmilih dan dipilih) baik mellaluli melkanismel pidana, 

administrasi, maulpuln pelnyellelsaian selngkelta. Indonelsia melngatelgorikan 

belbelrapa pelrmasalahan hulkulm baik pellanggaran maulpuln selngkelta yang masing-

masing melmiliki melkanisme lnya selndiri.  

Belrdasarkan pelngalaman praktik pelnyellelnggaraan pelmilihan ulmulm sellama 

ini, mulncullnya masalah-masalah pelnelgakan hulkulm pelmilul telrselbult diselbabkan 

belbelrapa faktor, yaitul : pelrtama, batasan telrjadi-tidaknya pellanggaran tidak pasti 

                                                             
16Munandar Nugraha, “Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu”, Jurnal Ilmu Hukum, 

Volume 1 No.  2 Oktober 2020, hlm. 125. 
17Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, “Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan 

Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)”, Jurnal Yustitia 

Faculty Of Law Universitas Wiralodra, hlm. 98. https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/ 

download/153/131/600 

https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/
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selhingga melnimbullkan mulltitafsir yang belruljulng pada kontrovelrsi; keldula, 

melkanisme l dan proseldulr pelnanganan pellanggaran tidak jellas selhingga 

pelnanganannya puln tidak muldah; keltiga, lelmbaga pelnelgak hulkulm pelmilul tidak 

disiapkan delngan baik selhingga keldodoran dalam melnangani kasuls-kasuls yang 

telrjadi; kelelmpat, sanksi hulkulm atas telrjadinya pellanggaran sangat ringan 

selhingga tidak melmbelri elfelk jelra.18 

Belrdasarkan ulraian latar bellakang yang tellah dikelmulkakan diatas, pelnullis 

telrtarik ulntulk melngkaji skripsi yang belrjuldull “Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemilihan Umum 

(Studi di Bawaslu Provinsi Jambi)” 

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang diatas yang melnjadi rulmulsan masalah dalam 

proposal skripsi ini adalah selbagai belrikult : 

1. Bagaimanakah Pelnelgakan Hulkulm Pidana telrhadap Tindak Pidana Pelmalsulan 

Dokulmeln dalam Pelmilihan Ulmulm di Bawaslul Provinsi Jambi? 

2. Apa saja kelndala dalam Pelnelgakan Hulkulm Pidana telrhadap Tindak Pidana 

Pelmalsulan Dokulmeln dalam Pelmilihan Ulmulm di Bawaslul Provinsi Jambi? 

 

 

                                                             
18Muhammad Nur Ramadhan, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam 

Penyelenggaraan Pemilu 2019”, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 2 No. 2 2019, hlm. 117. https://journal. 

bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/12/10 

https://journal/
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C. Tujuan Penelitian 

1. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis Pelnelgakan Hulkulm Pidana telrhadap 

Tindak Pidana Pelmalsulan Data dalam Pelmilihan Ulmulm di Bawaslul Provinsi 

Jambi. 

2. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis kelndala dalam Pelnelgakan Hulkulm Pidana 

telrhadap Tindak Pidana Pelmalsulan Data dalam Pelmilihan Ulmulm di Bawaslu l 

Provinsi Jambi 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teloritis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat belrmaanfaat bagi pelrkelmbangan hulkulm 

pidana di masa yang akan datang. Sellain itul, pelnelilitian ini dapat belrgulna 

ulntulk melnjadi relfelrelnsi kelpada pelnelliti belrikultnya yang belrhulbulngan delngan 

pelnelgakan hulkulm pidana telrhadap tindak pidana pelmalsulan dokulmeln dalam 

pelmilihan ulmulm. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil pelnellitian ini dapat dijadikan selbagai salah satul bahan pelrtimbangan 

dalam pelnelgakan hulkulm pidana telrhadap tindak pidana pelmalsulan dokulmeln 

dalam pelmilihan ulmulm di Bawaslul Provinsi Jambi. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Pelnelgakan Hulkulm  

Selcara  ulmulm  pelnelgakan  hulkulm dapat   diartikan   selbagai   tindakan 

melnelrapkan  pelrangkat  sarana  hulkulm telrtelntul ulntulk melmaksakan sanksi 
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hulkulm gulna   melnjamin   pelnataan   telrhadap keltelntulan  yang  diteltapkan  

telrselbult, seldangkan melnulrult  Satjipto  Raharjo, pelnelgakan  hulkulm  adalah  

sulatul  prosels ulntulk  melwuljuldkan  kelinginan-kelinginan hulkulm  (yaitu l  

pikiran-pikiran  badan pelmbulat Ulndang-Ulndang yang dirulmulskan dalam  

pelratulran  hulkulm) melnjadi kelnyataan.19 

2. Tindak Pidana  

Tindak pidana adalah pelrbulatan yang mellanggar larangan yang diatulr 

olelh atulran hulkulm yang di ancam delngan sanksi pidana. Kata tindak pidana 

belrasal dari istilah yang dikelnal dalam hulkulm pidana Bellanda, yaitul strafbaar 

felit, kadang-kadang julga melnggulnakan istilah dellict, yang belrasal dari 

bahasa latin dellictulm Hulkulm pidana nelgara-nelgara Angxlo Saxon 

melnggulnakan istilah offelnsel ataul criminal act ulntulk maksuld yang sama.20 

3. Pelmalsulan Dokulmeln 

Pelmalsulan adalah keljahatan yang melngandulng ulnsulr kelpalsulan ataul 

kelpalsulan pada selsulatul (sulatul belnda) yang tampak dari lular selolah-olah 

belnar, padahal selbelnarnya belrlawanan delngan kelbelnaran.21 Dokulmeln adalah 

sulrat pelnting ataul belrharga yang sifatnya telrtullis ataul telrceltak yang belrfulngsi 

ataul dapat dipakai selbagai bulkti ataulpuln keltelrangan yang melngulatkan. 

                                                             
19Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm 24. 
20Nurul Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh 

Jinayah, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 31. 
21Adami Chazawi, Op Cit, hlm.3. 
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Pelmalsulan dokulmeln adalah tindakan melngulbah dokulmeln delngan 

tuljulan melnipul ataul melrulgikan orang lain, lelmbaga, ataul pihak yang telrlibat. 

4. Pelmilihan Ulmulm  

Belrdasarkan pasal 1 ayat 1 Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 2017 

Telntang Pelmilihan Ulmulm bahwa Pelmilihan ulmulm yang sellanjultnya diselbult 

pelmilul adalah sarana keldaullatan rakyat ulntulk melmilih anggota Delwan 

Pelrwakilan Rakyat, anggota Delwan Pelrwakilan Daelrah, Prelsideln dan Wakil 

Prelsideln, dan ulntulk melmilih anggota Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah, 

yang dilaksanakan selcara langsulng, ulmulm, belbas, rahasia, juljulr, dan adil 

dalam Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia belrdasarkan Pancasila dan 

Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. 

Belrdasarkan kelrangka konselptulal diatas pelnullis akan melnganalisis dan 

melngkaji telntang pelnelgakan hulkulm pidana telrhadap tindak pidana pelmalsulan 

dokulmeln dalam pelmilihan ulmulm olelh Bawaslul Provinsi Jambi. 

F. Landasan Teori 

1. Telori Pelnelgakan Hulkulm  

Melnulrult Soelrjono Soelkanto, melngatakan bahwa pelnelgakan hulkulm 

adalah kelgiatan melnyelrasikan hulbulngan nilai-nilai yang telrjabarkan dalam 

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak selbagai rangkaian pelnjabaran nilai 
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tahap akhir. Ulntulk melnciptakan, melmellihara dan melmpelrtahankan 

keldamaian pelrgaullan hidulp.22 

Pelnelgakan hulkulm melrulpakan sulatul prosels ataul ulpaya ulntulk 

melnelgakkan sulatul hulkulm ataul norma yang ada dalam masyarakat delmi 

kellangsulngan kelhidulpan belrmasyarakat dan belrnelgara. Pelnelgakan hulku lm 

selringkali dilakulkan dalam nelgara hulkulm agar keldaullatan hulkulm sellalu l 

telrjaga. Keldaullatan hulkulm haruls diakuli olelh sellulrulh masyarakat karelna 

hulkulm melrulpakan sarana ulntulk melngulbah masyarakat melnjadi lelbih baik  

ulntulk melncapai keladilan, kelpastian, dan kelmanfaatan dalam pelnelgakan 

hulkulm. Aparat pelnelgak hulkulm melrulpakan instrulmeln yang sangat pelnting 

dalam melnjaga keldaullatan karelna hulkulm melrulpakan panglima telrtinggi 

hulkulm, selhingga pelrlul adanya pelnelgakan hulkulm agar hulkulm sellalu l 

dipatulhi dan ditaati olelh masyarakat hulkulm. 

Pelnelgakan hulkulm yang konkrit adalah praktik hulkulm positif yang 

patult ditaati. Olelh karelna itul, melmbelrikan keladilan dalam sulatul pelrkara 

belrarti melmultuls sulatul pelrkara delngan melnelrapkan hulkulm dan melnelmulkan 

hulkulm in concrelto dalam melnjaga dan melnjamin ditaatinya hulku lm 

matelriil delngan melnggulnakan cara-cara proseldulral yang diteltapkan olelh 

hulkulm formal.23 

                                                             
22Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, 

Jakarta, hlm. 35. 
23Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, 

Bandung, 1985, hlm. 14. 
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Pelnelgakan hulkulm elrat kaitannya delngan ulpaya pelnanaman hulku lm 

pada masyarakat agar melngeltahuli, melnghargai, melngakuli, dan melnaatinya. 

Relaksi masyarakat telrhadap hulkulm didasarkan pada sistelm nilai yang 

belrlakul dan waktul yang dipelrlulkan ulntulk melnanamkannya. Selbaliknya, 

Soelrjono Soelkanto belrpelndapat bahwa pelrsoalan melndasar dalam 

pelnelgakan hulkulm julstrul belrkaitan delngan faktor-faktor yang 

melmpelngarulhi pelnelgakan hulkulm melngelnai tolak ulkulr dan elfelktivitas 

hulkulm. Faktor-faktor ini, sellain melnjadi landasan pelnelgakan hulkulm, julga 

melnjadi tolak ulkulr dan elfiktifitas hulkulm. 

Dalam  hal  ini  melnulrult  Soelrjono Soelkanto yang melngatakan: 

“Bahwa masalah pokok pelnelgakan hulkulm selbelnarnya telrleltak  pada  

faktor-faktor  yang  mulngkin  melmpelngarulhinya.  Faktor-faktor  telrselbult  

melmpulnyai arti  yang  neltral,  selhingga  dampak  positif  ataul  nelgatifnya  

telrleltak  pada  isi faktor-faktor telrselbult. Faktor-faktor telrselbult adalah 

selbagai belrikult: 

1) Faktor  hulkulmnya  selndiri,  yang  didalam  hal  ini  melngelnai  Ulndang-

Ulndang saja. 

2) Faktor   pelnelgak   hulkulm,   yakni   pihak-pihak   yang   melmbelntulk  

maulpuln melnelrapkan hulkulm. 

3) Faktor sarana ataul fasilitas yang melndulkulng pelnelgakan hulkulm. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkulngan dimana hulkulm telrselbult belrlaku l 

ataul ditelrapkan. 
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5) Faktor   kelbuldayaan,   yakni   selbagai   hasil   karya,   cipta   dan   rasa   

yang didasarkan pada karsa manulsia di dalam pelrgaullan hidulp.24 

2. Telori Pelmidanaan 

Pelmidanaan melrulnjulk pada pelnghulkulman. Pelnghulkulman yang 

dimaksuld telrkait delngan pelnjatulhan pidana dan alasan pelmbelnar 

(julstification) ulntulk melnjatulhkan pidana telrhadap selselorang yang tellah 

dinyatakan selcara sah dan melyakinkan mellakulkan tindak pidana (incracht 

van gelwijsdel).25 

Melngelnai telori pelmidanaan, pada ulmulmnya dapat dikellompokkan 

dalam tiga golongan belsar, yaitul telori absolult ataul telori pelmbalasan 

(velrgelldings thelorieln), telori rellatif ataul telori tuljulan (doell thelorieln), dan 

telori gabulngan (velrelnigings thelorieln).26 Belrikult pelnjellasan tiga golongan 

telori pelmidanaan. 

a. Telori Absolult Ataul Telori Pelmbalasan 

Melnulrult telori ini, tuljulan hulkulman tidak lain hanyalah pelmbalasan 

atas tindakan pellakul yang mellakulkan keljahatan. Jadi, adanya 

keljahatan melnelntulkan pelmbelnarannya. Melnulrult Johanels Andelnae ls 

belrdasarkan  telori absolult, tuljulan primelr pidana adalah ulntulk 

                                                             
24Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, PAMPAS: Journal Of Criminal, 

Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 59. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647 
25Failin alin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia”, Jurnal Cendekkia Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2017, hlm. 17. http://e-jurnal.stih-pm.ac.id. 

indek, 
26E. Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157. 

http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/
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melmulaskan tulntultan keladilan dan  pelngarulh positif yang 

melngulntulngkan adalah tuljulan selkulndelr. 

b. Telori Rellatif Ataul Telori Tuljulan 

Belrdasarkan telori ini, pelmidanaan dilakulkan delngan tuljulan 

melmpelrbaiki keltidakpulasan masyarakat yang diselbabkan olelh 

pelrbulatan keljahatan. Telori ini julga dapat diartikan selbagai 

pelrlindulngan masyarakat dan melncelgah keljahatan. Paull Ansellm van 

Felulrbach melndulkulng telori ini delngan melngatakan bahwa "hanya 

delngan melngadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan melmadai, 

mellainkan dipelrlulkan pelmjatulhan pidana kelpada si pelnjahat."27 

Ada tiga telori telntang tuljulan: melnakulti, melmpelrbaiki, dan 

mellindulngi. yang dijellaskan di bawah ini :28 

1) Ulntulk melnakulti 

Telori Ansellm van Felulrbach melnyatakan bahwa hulkulman haruls 

dibelrikan delngan cara yang melmbulat orang takult ulntulk 

mellakulkan keljahatan. Akibatnya, hulkulman haruls selbelrat mulngkin 

dan dapat belrulpa siksaan. 

 

 

 

                                                             
27Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142. 
28Ibid. 
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2) Ulntulk melmpelrbaiki 

Hulkulman dibelrikan ulntulk melmpelrbaiki si telrhulkulm selhingga ia 

dapat melnjadi orang yang belrmanfaat bagi masyarakat di 

kelmuldian hari dan tidak mellanggar pelratulran hulkulm lagi. 

3) Ulntulk mellindulngi 

Tuljulan pelmidanaan adalah ulntulk mellindulngi masyarakat dari 

pelrbulatan keljahatan. Delngan melngasingkan si pelnjahat ulntulk 

selmelntara waktul, Masyarakat akan melmpelrolelh rasa aman dan 

melrasa telrlindulngi dari pellakul keljahatan. 

c. Telori Gabulngan 

Telori ini melrulpakan gabulngan dari telori absolult ataul telori 

pelmbalasan dan telori rellatif ataul telori tuljulan. Telori gabulngan ini 

mulncull selbagai solulsi dari telori absolult dan rellatif yang tidak belrhasil. 

Ini adalah aliran yang didasarkan pada tuljulan pelmbalasan dan 

melmpelrtahankan keltelrtiban masyarakat. 29 Delngan kata lain, 

pelnjatulhan pidana dibelnarkan karelna dula alasan yaitul selbagai 

hulkulman dan ulntulk melnjaga keltelrtiban masyarakat. 

G. Orisinalitas Penelitian 

Belrdasarkan pelnellulsulran mellaluli meldia intelrnelt dan kelpulstakaan, pelnellitian 

melngelnai tindak pidana pelmalsulan dokulmeln dalam pelmilihan ulmulm bulkanlah 

                                                             
29Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 19. 
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hal yang barul. Pelnellitian telntang tindak pidana pelmalsulan dalam dokulmeln 

banyak yang melnggulnakannya selbagai bahan pelnellitian, akan teltapi pelmbahasan 

pokok dan sulbstansi yang dibahas dalam pelnellitian ini belrbelda. Adapuln juldu ll 

pelnellitian telrdahullul yang belrkaitan delngan juldull pelnellitian ini adalah selbagai 

belrikult : 

1. Telsis yang ditullis olelh M. Khaelrull. 

Juldull telsis yaitul “Sistelm Pelmbulktian Pelmalsulan Dokulmeln dalam 

Tindak Pidana Pelmilul di Indonelsia”. Dalam pelnellitian telsis ini me lnggulnakan 

meltodel pelnellitian yulridis normatif delngan melnggulnakan tipel pelnellitian 

hulkulm doktrinal yang julga selbagai pelnellitian pelrpulstakaan ataul stuldi 

dokulmeln. Pelnellitian telsis ini melnganalisis telntang sistelm pelmbulktian 

pelmalsulan dokulmeln dalam tindak pidana pelmilihan ulmulm di Indonelsia dan 

melnganalisis implikasi hulkulm telrhadap sistelm pelmbulktian pelmalsulan 

dokulmeln dalam tindak pidana pelmilul di Indonelsia. Adapuln pelrbeldaan 

pelnellitian telrdahullul delngan pelnellitian yang akan pelnullis kaji yaitul bahwa 

dalam pelnellitian ini pelnullis me lnganalisis pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak 

pidana pelmalsulan dalam pelmilihan ulmulm dan melnganalisis kelndala-kelndala 

dalam pelnelgakan hulkulm pidana telrhdapa tindak pidana pelmalsulan dokulmeln 

dalam pelmilihan ulmulm di Bawaslul Provinsi Jambi. Pelnullis dalam pelnellitian 

ini me lnggulnakan meltodel pelnellitian yulridis elmpiris yaitul adalah pelnellitian 

belrulpa stuldi lapangan yang belrbasis data primelr ulntulk melnelmulkan telori 

telntang prosels telrjadinya hulkulm dan prosels belropelrasinya hulkulm. 



23 
 

  

 

2. Julrnal yang ditullis olelh Marcelllino Lelssil, E llsa Rina Maya Toullel, dan Delnny 

Latulmaelrissa. 

Juldull julrnal yaitul “Pelmalsulan Bulkti C1 Relkapan Pada Prosels 

Pelmilihan Lelgislatif”. Dalam pelnellitian julrnal melnggulnakan meltodel 

pelnellitian yulridis normatif. Pelnellitian julrnal  ini melngkaji, dan melnganalisa 

pelnelrapan hulkulm dan alasan pelnghelntian dalam pelrkara pelmalsulan bulkti C-

1 relkapan pada prosels pelmilihan lelgislatif. Adapuln pelrbeldaan antara 

pelnellitian julrnal telrdahullul delngan pelnellitian yang akan pelnullis kaji yaitul 

telrleltak pada pelmbahasan yang dimana pelnullis melmbahas dan melnganalisis 

telntang pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana pelmalsulan dalam 

pelmilihan ulmulm dan melnganalisis kelndala-kelndala dalam pelnelgakan hulkulm 

pidana telrhdapa tindak pidana pelmalsulan dokulmeln dalam pelmilihan ulmu lm 

di Bawaslul Provinsi Jambi. 

3. Julrnal yang ditullis olelh I Geldel Brahmanda Candrawigulna dan Keltult 

Suldantra. 

Juldull julrnal yaitul “Pelngatulran Tindak Pidana Pelmalsulan Syarat 

Administrasin Calon Prelsideln Dan Wakil Prelsideln Relpulblik Indonelsia”. 

Dalam pelnellitian julrnal melnggulnakan meltodel pelnellitian yulridis normatif 

yaitul adalah meltodel pelnellitian hulkulm yang dilakulkan delngan cara melnelliti 

bahan pulstaka ataul bahan selkulndelr. Pelnellitian julrnal ini melmbahas telntang 

pelngatulran dan pelrtanggulng jawaban pidana pellakul pelmalsulan sulrat ataul 

dokulmeln ulntulk melnjadi calon Pasangan Prelsideln Dan Wakil Prelsideln 
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Relpulblik Indonelsia. melmbahas telntang pelngatulran dan pelrtanggulng jawaban 

pidana pellakul pelmalsulan sulrat ataul dokulmeln ulntulk melnjadi calon Pasangan 

Prelsideln Dan Wakil Prelsideln Relpulblik Indonelsia. Adapuln pelrbeldaan antara 

pelnellitian julrnal telrdahullul delngan pelnellitian yang akan pelnullis kaji yaitul 

pelnullis melnganalisis tindak pidana pelmalsulan dokulmeln dalam pelmilihan 

ulmulm seldangkan dalam pelnellitian julrnal itul melmbahas telntang tindak pidana 

pelmalsulan syarat administrasi calon prelsideln dan wakil prelsideln di 

Indonelsia. 

H. Metode Penelitian 

1) Tipe Penelitian 

Tipel pelnellitian yang digulnakan adalah tipel pelnellitian yulridis elmpiris. 

Pelnellitian yulridis elmpiris adalah pelnellitian belrulpa stuldi lapangan yang 

belrbasis data primelr ulntulk melnelmulkan telori telntang prosels telrjadinya hulku lm 

dan prosels belropelrasinya hulkulm. 

2) Lokasi Penelitian 

Lokasi pelnellitian adalah telmpat di mana kelgiatan pelnellitian dilakulkan. 

Pelnelntulan lokasi pelnellitian dimaksuldkan ulntulk melmpelrmuldah ataul 

melmpelrjellas lokasi yang melnjadi targelt pada pelnellitian. Pelnellitian ini 

dilakulkan di Bawaslul Provinsi Jambi. Bawaslul Provinsi Jambi. 
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3) Spesifikasi Penelitian 

Spelsifikasi Pelnellitian yang digulnakan delskriptif yaitul sulatul pelnellitian 

yang belrulsaha melnelmulkan fakta-fakta sosial delngan cara melnjellaskannya 

delngan bantulan hulkulm, ataul delngan kata lain melnjellaskan hulkulm itul kelmbali 

delngan bantulan fakta-fakta sosial yang suldah ada dan belrkelmbang di 

masyarakat. Pelnellitian delskriptif ini digulnakan ulntulk melngeltahuli dan 

melmahami pelnelgakan hulkulm pidana telrhadap pelmalsulan data dalam 

pelmilihan ulmulm di Bawaslul Provinsi Jambi. 

4) Sumber Data 

Pelnellitian ini me lnggulnakan sulmbelr data prime lr dan selkulndelr. Belrikult 

pelnjellasan dari sulmbelr data primelr dan selkulndelr. 

a. Data Primelr 

Data primelr adalah data dipelrolelh mellaluli wawancara langsulng telrhadap 

relspondeln delngan melnggulnakan pelrtanyaan-pelrtanyaan yang belrkaitan 

delngan pelrmasalahan yang ditelliti ulntulk melndulkulng data pelnellitian ini.  

b. Data Selkulndelr 

Data selkulndelr adalah data yang dipelrolelh dari kelpulstakaan, yang telrdiri 

dari selbagai belrikult: 
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1) Bahan Hulkulm Primelr 

Bahan hulkulm primelr yaitul bahan - bahan hulkulm yang telrdiri atas 

pelratulran dan pelrulndang - ulndangan, yulripruldelnsi ataul kelpultulsan 

pelngadilan melmpulnyai kelkulatan melngikat30, yaitul belrulpa : 

a) Ulndang-Ulndang Dasar 1945 

b) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana 

c) Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2017 Telntang Pelmilihan Ulmulm. 

2) Bahan Hulkulm Selkulndelr 

Bahan hulkulm selkulndelr yaitul bahan hulkulm yang dapat melnjellaskan 

bahan hulkulm primelr,belrulpa Bulkul-bulkul, pelratulran pelrulndang-

ulndangan, julrnal hulkulm, intelrnelt, artikell dan lain-lain yang dapat 

digulnakan selbagai litelratulr dalam pelnellitian. 

3) Bahan Hulkulm Telrsielr 

Bahan hulkulm telrsielr yaitul bahan hulkulm yang melmbelrikan informasi 

telntang bahan-bahan hulkulm primelr dan bahan hulkulm selkulndelr belrulpa 

kamuls hulkulm dan kamuls bahasa Indonelsia. 

5) Populasi Dan Sampel Penelitian 

Popullasi melrulpakan kelsellulrulhan sulbjelk pelnellitian ataul julmlah 

kelsellulrulhan dari sulatul sampell.31 Popullasi dalam pelnellitian ini ialah Bawaslu l 

Provinsi Jambi. Telknik pelnarikan sampell yang digulnakan pada pelnellitian ini 

                                                             
30Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,  2015, hlm. 157. 
31Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 

123. 
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delngan melnggulnakan telknik Pulrposivel Sampling. Pulrposivel sampling 

melmpulnyai maksuld ulntulk melnelntulkan sampell belrdasarkan sulmbelr pada 

pelnilaian telrtelntul karelna ulnsulr ataul faktor yang dipilih dianggap melwakili 

popullasi.32 Adapuln sampell relspondeln telrdiri dari : 

a. Anggota Bawaslul Provinsi Jambi (1 orang) 

b. Staff Bawaslul Provinsi Jambi (2  orang) 

6) Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngulmpullan data dalam pelnellitian ini dilakulkan delngan cara 

wawancara (intelrvielw) dan stuldi dokulmeln. Belrikult pelnjellasan dari telknik 

pelngulmpullan data yang digulnakan. 

a. Wawancara (Intelrvielw)  

Wawancara yaitul tanya jawab langsulng antara pelnullis dan relspondeln ataul 

narasulmbe lr ulntulk melndapatkan informasi 

b. Stuldi Dokulmeln 

Stuldi dokulmeln yaitul pelngulmpullan data delngan melmpellajari data-data 

dari Bawaslul Provinsi Jambi yang belrhulbulngan delngan pelrmasalahan 

yang ditelliti. 

7) Pengolahan Dan Analisis Data 

Data primelr dan selkulndelr yang suldah dikulmpullkan, kelmuldian dipilih, 

diklasifikasikan, dan dianalisis selcara kulalitatif. Kelmuldian diulraikan dalam 

belntulk kalimat yang dapat melmelcahkan masalah yang ditelliti, dan kelmuldian 

                                                             
32Ibid, hlm. 159-160. 
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diambil kelsimpullan pelnellitian ini. Meltodel analisis data kulalitatif dapat 

dilakulkan delngan melngulmpullkan data, yang kelmuldian dihulbulngkan delngan 

telori ataul litelratulr yang rellelvan telntang masalah yang ditelliti. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh 

ini dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan 

sebagai berikut:  

Bab I : Pendahuluan 

 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode 

penelitian, sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan secara 

keseluruhan tentang skripsi yang akan di bahas pada bab-bab 

berikutnya. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini menguraikan tinjauan umum yang terdiri dati tinjauan 

umum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, tinjauan umum 

pemilihan umum, dan tinjauan umum Badan Pengawas pemilihan 

umum 
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Bab III : Pembahasan 

 Bab ini merupakan pembahasan dari skripsi yaitu menguraikan 

tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan 

dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi dan 

kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi 

Jambi. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul 

pada skripsi ini. 

Bab IV : Penutup 

 Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang 

tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran yang 

berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


